
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT1LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa lebih lanjut
mengenai Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan
Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menegaskan bahwa
Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
merupakan daerah rawan bencana berupa gempa bumi karena alam,
angin topan, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran
hutan dan kejadian-kejadian alam, maka periu membentuk lembaga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf c, maka periu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang penetapannya dengan
Peraturan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bentang Perbendaharaan
( l omharan Npnara Rpnnhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Mengingat :



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelengaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4106);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun
2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kega Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU UTARA

dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang
selanjutnya disingkat Setdakab.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang disingkat Setwankab.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah
perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

13. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republlk Indonesia.

14. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

15. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.

16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan
dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
perlengkapan/sarana dan prasarana serta sumber daya manusia denga kewajiban
melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskannya.

17. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya
disebut Kepala Badan Harian BPBD yang disingkat Kaiakhar BPBD.

19. Satuan Tugas, selanjutnya disebut SATGAS, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampialan dan
integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari
tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu yang sejenis
dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

21. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis.

23. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupaun kerentanan pihak yang terancam bencana.



24. Keslapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian seita melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna.

25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan
prasarana dan sarana.

26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan sarana aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasran utama untuk normalisasi atau berjalannya sarana wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasaran dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pasca bencana.

28. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BABIII
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
(1) Unsur Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

(2) BPBD adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4
(1) BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif

dan operasional kepada Kepala BPBD dibidang Kesekretariatan, Penanganan dan
Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Restrukturisasi dan
Rekonstruksi serta Pembinaan Satuan Tugas dan Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana
Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah,mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien;
b. penyelenggaran pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. penyelenggaran pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaran

penanggulangan bencana daerah;
d. penyelenggaran pelaksanaan pelayanan umum;
e. penyelenggaran pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 5
(1) Organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari :

a.Unsur Pelaksana;
b. Seretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pencegahan; dan
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
2. Sub Bidang Logistik.



e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
2. Sub Bidang Rekonstruksi.

f. Satuan Tugas (SATGAS);

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Pelaksanaan Bencana Daerah Kabupaten
adalah sebagaimana pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga BPBD Kabupaten sebagai
Unsur Pengarah, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Tugas (SATGAS) BPBD akan diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 6
(1) Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki

kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang
dibutuhkan dalam penanganan bencana.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II dilaksanakan oleh Bupati
seteiah melalui pembahasan BAPERJAKAT dan mendapat persetujuan rekomendasi
tertulis dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural eselon III dan eselon IV,
dilaksanakan oleh Bupati seteiah melalui pembahasan BAPERJAKAT untuk
dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bupati, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 7

(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon lib;
(2) Sekretaris adalah jabatan eselon Illb;
(3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon Illb;
(4) Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IVa.



BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur

dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleb Bupati;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional

wajib menerapkan prinsip koondinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

(2) Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
tefjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang dipertukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional '
mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan
organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada Unsur Pelaksana BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan
Satuan Tugas yang Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan
Fungsional dan Satuan Tugas akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati.
Standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana
daerah akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

(2)

(3)

BAB VX1I

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan.
Pada tanggal 31 Mei 2012.
BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
Pada tanggal 31 Mei 2012.

LABUHANBATU UTARARASEKRET,
vo
5 ]SETO/h* Xi.& V

LEMBARAN DA£RAH1<ABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4.


